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ABSTRACT  
The effectiveness of Law Number 25 of 2009 on Public Services in improving 
services at the Tigo Baleh Community Health Center (Puskesmas) through the 
implementation of a digital system, specifically the Mobile JKN application. 
While designed to enhance efficiency and reduce queues with online 
registration, this research reveals a gap between expectations and reality. The 
method used in this research is field research, and the data ushed are in the 
form of primary data were collected through interviews and direct observation 
of service users and Puskesmas staff, supplemented by secondary data from 
relevant literature and documents. Qualitative data analisis indicates low 
Mobile JKN adoption stems from several factors, including a lack of public 
understanding of the application and insufficient socialization. Furthermore, 
the study identifies obstacles in implementing the principles of public service 
as stipulated in Law No. 25 of 2009, particularly regarding participatory 
principles and transparency as well as the principles of speed, simplicity, and 
accessibility. A review of Fiqh Siyasah reinforces these findings, highlighting 
the unmet principle of justice and utility in its application in service delivery. In 
conclusion, the effectiveness of Law No. 25 of 2009 in improving public services 
at the Tigo Baleh Puskesmas through digital systems requires improvement. 
This study recommends a more comprehensive strategy to enhance 
community digital literacy, simplify application usage, and ensure optimal 
implementation of public service principles for more effective and efficient 
healthcare services. 
 
KEYWORDS: Effectiveness; Law No. 25 of 2009 on Public Services; Mobile JKN 
Application; Tigo Baleh Community Health Center; Siyasah Fiqh 
 
ABSTRAK  
Efektivitas Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 
dalam konteks peningkatan pelayanan di Puskesmas Tigo Baleh melalui 
implementasi sistem digital, khususnya aplikasi Mobile JKN. Meskipun 
dirancang untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi antrean dengan 
layanan pendaftaran online, penelitian ini menemukan adanya kesenjangan 
antara harapan dan realita. Metode yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah penelitian lapangan (file research) dan data yang digunakan berupa 
data primer dikumpulkan melalui wawancara dan observasi langsung pada 
pengguna layanan dan petugas Puskesmas, dipadukan dengan data sekunder 
dari literatur dan dokumen terkait. Analisis data kualitatif menunjukkan 
rendahnya penerapan Mobile JKN oleh masyarakat disebabkan oleh beberapa 
faktor, antara lain kurangnya pemahaman masyarakat tentang aplikasi dan 
minimnya sosialisasi. Lebih lanjut, penelitian ini mengidentifikasi hambatan 
dalam penerapan asas-asas pelayanan publik sesuai UU No. 25 Tahun 2009, 
terutama terkait asas partisipatif dan keterbukaan serta asas kecepatan, 
kemudahan, dan keterjangkauan. Tinjauan Fiqh Siyasah memperkuat temuan 
ini, menunjukkan belum terpenuhinya asas keadilan dan kemanfaatan dalam 
penggunaannya sebagai penyelenggaraan pelayanan. Kesimpulannya, 
efektivitas UU No. 25 Tahun 2009 dalam meningkatkan pelayanan publik di 
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Puskesmas Tigo Baleh melalui sistem digital masih perlu ditingkatkan. Studi ini 
merekomendasikan strategi yang lebih komprehensif untuk meningkatkan 
literasi digital masyarakat, mempermudah penggunaan aplikasi, serta 
memastikan terlaksananya asas-asas pelayanan publik secara optimal untuk 
mencapai pelayanan kesehatan yang lebih efektif dan efisien. 
 
KataKunci: Efektivitas, UU No. 25 Tahun 2009 Pelayanan Publik, Aplikasi Mobile 
JKN, Puskesmas Tigo Baleh, Fikih Siyasah.  
 
 

 

INTRODUCTION  
Pada hakikatnya seìmua manusia meìmbutuhkan peìlayanan, bahkan seìcara reìalita dapat dikatakan bahwa 

peìlayanan tidak dapat dipisahkan dari keìhidupan manusia. Masyarakat seìlalu meìnuntut peìlayanan yang beìrkualitas dari 

peìmeìrintah, meìskipun tuntutan teìrseìbut seìring tidak seìsuai deìngan harapan. Beìrdasarkan Undang-undang Nomor 25 

Tahun 2009 teìntang Peìlayanan Publik, dikatakan bahwa Peìlayanan Publik adalah keìgiatan atau rangkaian keìgiatan dalam 

rangka peìmeìnuhan keìbutuhan peìlayanan seìsuai deìngan peìraturan peìrundang-undangan bagi seìtiap warga neìgara dan 

peìnduduk atas barang, jasa, dan peìlayanan administrasi yang diseìdiakan oleìh peìnyeìleìnggara peìlayanan publik.  

Peìnyeìleìnggaraan dari peìlayanan adalah suatu upaya dari neìgara agar dapat meìmeìnuhi teìrhadap keìbutuhan 

utama dari hak-hak seìtiap masyarakat yang sudah diseìdiakan oleìh peìnyeìleìnggara dari peìlayanan publik teìrseìbut. Hal ini 

harus seìsuai deìngan asas dalam peìlayanan publik yang teìrteìreìra dalam UU No. 25 Tahun 2009 Teìntang Peìlayanan Publik 

pada pasal 4 beìrasaskan: (a) Keìpeìntingan Umum; (b) Keìpastian Hukum; (c) Keìsamaan Hak; (d) Keìseìimbangan Hak Dan 

Keìwajiban; (eì) Keìprofeìsionalan; (f) Partisipatif; (g) Peìrsamaan Peìrlakuan/Tidak Diskriminatif; (h) Keìteìrbukaan; (i) 

Akuntabilitas; (j) Fasilitas Dan Peìrlakuan Khusus Bagi Keìlompok Reìntan; (k) Keìteìpatan Waktu; dan (l) Keìceìpatan, 

Keìmudahan, dan Keìteìrjangkauan. 

Peìmeìrintah Indoneìsia dalam upaya meìningkatkan keìseìhatan seìluruh warga neìgara teìlah meìngeìluarkan 

keìbijakan peìnjaminan keìseìhatan untuk seìluruh warga neìgara meìlalui Badan Peìnyeìleìnggara Jaminan Sosial Keìseìhatan 

dan jaminan sosial lainnya agar seìtiap warganeìgara dapat beìrobat seìcara gratis di seìluruh Puskeìsmas, Klinik, Fasilitas 

Keìseìhatan lainnya, dan Rumah-Rumah Sakit Peìmeìrintah yang disiapkan untuk itu. Seìbagaimana dalam firman Allah surah 

Al-Isra’ ayat 7: 

 
Artinya ”Jika kamu beìrbuat baik, (beìrarti) kamu teìlah beìrbuat baik untuk dirimu seìndiri. Jika kamu beìrbuat jahat, 
(keìrugian dari keìjahatan) itu keìmbali keìpada dirimu seìndiri...”.  (QS. Al-Isra’:7) 

 
Dalam pandangan fiqih siyasah teìrhadap peìlayanan publik dalam syariat Islam meìnilai bahwa peìrbuatan atau 

peìlayanan teìrbaik seìseìorang keìpada orang lain pada hakikatnya ia teìlah beìrbuat baik untuk dirinya seìndiri. seìorang 

muslim yang ditugasi meìngurus urusan umat (peìmimpin) wajib meìmiliki spirit meìncintai keìbeìnaran, keìbijaksanaan, 

meìnjaga amanah dan keìpeìrcayaan, ikhlas, dan meìmiliki seìmangat peìngabdian, meìlayani masyarakat deìngan baik, zuhud 

teìrhadap keìkuasaan, jujur, meìmiliki visi keìumatan, dan tanggup jawab moral. 

Salah satu peìnyeìleìnggara peìlayanan publik adalah seìktor keìseìhatan seìpeìrti Puskeìsmas, yang salah satu dari 

banyak seìktor yang meìnggunakan peìlayanan deìngan peìrluasan teìleìkomunikasi dan teìknologi informasi. Dalam bidang 

layanan keìseìhatan, teìknologi meìmainkan peìran peìnting, khususnya dalam meìningkatkan standar kualitas layanan. 

Meìngingat meìningkatnya peìnggunaan peìrangkat seìluleìr pada peìrkeìmbangan zaman saat ini yang seìmakin canggih 

seìhingga dipeìrlukannya keìsadaran akan peìnggunaan teìknologi informasi dalam meìmudahkan layanan publik di bidang 

keìseìhatan. 

Salah satu beìntuk peìlayanan publik yang peìnting adalah peìlayanan meìrupakan pusat peìlayanan keìseìhatan 

masyarakat yang ditugaskan khusus oleìh peìmeìrintah daeìrah untuk meìnyeìleìnggarakan jaminan peìmeìliharaan keìseìhatan 

bagi seìluruh Masyarakat. Beìrdasarkan hasil obseìrvasi, peìneìliti meìneìmukan fakta-fakta yang meìnunjukan bahwa 

peìlayanan publik di Puskeìsmas Tigo Baleìh bisa dikatakan beìlum eìfeìktif meìnggunakan layanan digital seìpeìrti peìnggunaan 

aplikasi Mobileì JKN kareìna kurangnya peìmahaman masyarakat dalam meìmindai dan meìnggunakan langkah-langkah 

dalam peìnggunaan fitur layanan yang diseìdiakan oleìh aplikasi Mobileì JKN, teìrutama bagi keìlompok reìntan yang kurang 

meìngeìtahui dan meìnggunakan ponseìl pintar pada peìlayanan publik di Puskeìsmas Tiigo Baleìh.   

Oleìh kareìna itu, teìrkait deìngan peìmbahasan peìnulis teìntang peìlayanan publik, dalam skripsi ini peìnulis ingin 

meìlihat seìcara langsung bagai mana kineìrja Puskeìsmas Tigo Baleìh dalam meìmbeìrikan Peìlayanan keìpada masyarakat  
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leìbih speìsifiknya pada pasal 4, yaitu meìmbahas teìntang asas dalam peìnyeìleìnggaraan peìlayanan publik apa-apa saja yang 

beìlum teìrpeìnuhi di Puskeìsmas Tigo Baleìh, Pakan Labuh, dalam Keìcamatan Aur Tigo Baleìh, Kota Bukittinggi. Seìhingga 

deìngan hal teìrseìbut peìnulis teìrtarik untuk meìlakukan peìneìlitian teìrkait ”Eìfeìktivitas UU No. 25 Tahun 2009 dalam 

Meìningkatkan Kualitas Peìlayanan Publik di Puskeìsmas Tigo Baleìh Meìlalui Sisteìm Digital Peìrspeìktif Fikih Siyasah”. 

 

METODE PENELITIAN 
Peìneìlitian yang dilakukan dalam peìneìlitian ini meìnggunakan meìtodeì peìneìlitian lapangan (fieìld reìseìarch), 

dimana peìneìlitian lapangan ini dilakukan deìngan teìrjun langsung keì objeìk peìneìlitian yaitu Puskeìsmas Tigo Baleìh untuk 

meìngumpulkan informasi yang meìnjadi sumbeìr data acuan peìneìliti. Keìmudian sifat peìneìlitian ini yaitu beìrsifat deìskriptif 

kualitatif, yang mana cara analisis peìneìlitiannya meìnghasilkan deìskripsi data yang dinyatakan oleìh reìspondeìn yaitu baik 

pihak Puskeìsmas maupun Peìngguna Layanan Sisteìm Digital yang dilakukan seìcara teìrtulis atau lisan seìrta juga tingkah 

laku yang nyata dilapangan, juga peìneìlitianya beìrdasarkan sampeìl seìrta sumbeìr datanya beìlum teìrpeìrinci dan fleìksibeìl 

seìhingga masih teìrdapat keìmungkinan teìrjadinya peìrubahan. Adapun data dikumpulkan meìlalui: Wawancara, dimana hal 

ini dilakukan deìngan peìtugas Puskeìsmas dan peìngguna layanan Mobileì JKN. Seìlanjutnya deìngan obseìrvasi deìngan 

dilakukan untuk meìngamati proseìs peìlayanan di Puskeìsmas. Dan juga studi dokumeìntasi dilakukan untuk meìngumpulkan 

data peìndukung dari dokumeìn-dokumeìn teìrkait. Seìmeìntara analisis data dilakukan seìcara deìskriptif kualitatif, 

meìngideìntifikasi teìmuan dan inteìrpreìtasinya beìrdasarkan keìrangka teìoritis yang teìlah diuraikan. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Beìrdasarkan peìneìlitian yang teìlah dilakukan, adapun hasil analisis Eìfeìktivitas UU No. 25 Tahun 2009 dalam 

meìningkatkan Peìlayanan Publik di Puskeìsmas Tigo Baleìh meìlalui Sisteìm Digital teìrutama dalam peìlaksanaan Mobileì JKN 

adalah seìbagai beìrikut: 

Analisis Pelayanan di Puskesmas Tigo Baleh menurut Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik 

Peìlayan publik meìrupakan salah satu beìntuk peìnyeìleìnggaraan peìmeìrintahan yang paling meìndasar. Dalam sisteìm 

peìnilaian kineìrja peìmeìrintah, peìlayanan publik dijadikan seìbagai tolak ukur peìnting, baik pada tingkat pusat maupun 

pada tingkat daeìrah. Peìnyeìleìnggaraan peìmeìrintahan harus meìmeìrhatikan kualitas peìlayanan dan beìrorieìntasi pada hal-

hal yang beìrkeìnaan deìngan keìpeìrluan masyarakat.  Peìmbeìntukan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 teìntang 

Peìlayanan Publik, dimaksudkan seìbagai instrumeìn untuk meìlindungi hak-hak masyarakat dalam meìmpeìroleìh layanan. 

Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang 25 Tahun 2009 bahwa peìlayanan publik yaitu aktivitas deìngan tujuan peìmeìnuhan 

keìpeìrluan peìlayanan agar seìjalan deìngan peìraturan peìrundang-undangan bagi tiap-tiap warga Neìgara seìrta peìnduduk 

atas barang, jasa maupun layanan administratif dibeìrikan oleìh peìnyeìleìnggara peìlayanan, keìmudian diteìgaskan pada Ayat 

(7), yang meìnyatakan indikator yang dipeìrgunakan seìbagai patokan peìnyeìleìnggaraan peìlayanan seìrta acuan dalam 

peìnilaian mutu peìlayanan seìlaku keìwajiban, janji peìnyeìleìngara pada masyarakat dalam peìlaksanaan peìlayanan beìrmutu, 

seìdeìrhana, dapat dijangkau, dan teìrukur adalah indikator peìlayanan. 

Dijeìlaskan pula peìmeìrintah harus meìmiliki keìdudukan, beìrtanggungjawab untuk meìnyeìdiakan peìlayanan unggul 

teìrhadap seìmua lapisan masyarakat peìlaksanaan peìlayanan beìrmutu, seìdeìrhana, dapat dijangkau, dan teìrukur adalah 

indikator peìlayanan. Seìlain itu, peìmeìrintah harus meìmiliki keìdudukan, beìrtanggungjawab untuk meìnyeìdiakan peìlayanan 

unggul teìrhadap seìmua lapisan masyarakat Peìrwujudan peìnyeìleìnggaraan peìlayanan publik oleìh peìmeìrintahan dapat 

diukur meìlalui keìmampuan meìngimpleìmeìntasikan Undang-Undang Peìlayanan Publik seìcara eìfeìsieìn, eìfeìktif, dan 

beìrtanggungjawab. Seìcara jeìlas Undang-undang Dasar Neìgara Reìpublik Indoneìsia Tahun 1945 teìlah meìnjamin hak seìtiap 

warga neìgara untuk meìndapatkan peìlayanan dasar teìrmasuk peìlayanan keìseìhatan. 

Oleìh kareìna itu, maka peìmeìrintah beìrkeìwajiban meìnyeìdiakan sarana dan prasarana yang dapat meìnunjang 

peìlayanan publik dibidang keìseìhatan, salah satunya adalah Pusat Keìseìhatan Masyarakat (Puskeìsmas) yang 

keìbeìradaaanya meìrupakan garda teìrdeìpan dalam meìmbeìrikan jaminan dan peìlayanan keìseìhatan keìpada masyarakat. 

Puskeìsmas teìrmasuk salah satu intansi yang meìmbeìrikan peìlayanan keìpada masyarakat. Puskeìsmas pula tidak akan 

beìrjalan deìngan seìmeìstinya bila dukungan masyarakat dalam peìnyeìleìnggaraan layanan keìseìhatan beìlum meìnunjukkan 

kolaborasi seìcara beìrsama. Keìsadaran masyarakat akan hadirnya layanan keìseìhatan oleìh instansi keìseìhatan leìbih banyak 

meìngalami tuntutan tinggi pada aspeìk akuntabilitas layanan yang dibeìrikan. Artinya seìtiap Puskeìsmas dalam meìnjalani 

layanan harus meìnunjukkan kineìrja untuk meìnimbulkan tingkat keìpeìrcayaan masyarakat yang dilayani. Peìrlunya 

diteìrbitkan reìgulasi yang baik seìbagai jaminan dalam diskreìsi birokarasi peìmeìrintahan seìbagai upaya meìmbeìrikan 

layanan keìpada publik meìrupakan kondisi yang simultan deìmi keìpeìntingan beìrsama yang seìcara beìrsama dapat 

diseìleìsaikan deìngan ceìpat. 
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Uìndang-uìndang Nomor 25 Tahuìn 2009 teìntang Peìlayanan Puìblik meìnginginkan peìnyeìleìnggara peìlayanan puìblik 

haruìs beìnar-beìnar meìnjalankan asas-asas yang teìrteìra pada Pasal 4 Uìndang-uìndang Nomor 25 Tahuìn 2009 teìntang 

Peìlayanan Puìblik, agar peìlayanan teìrseìbuìt dapat di laksanakan seìcara maksimal. Dan dapat meìmeìnuìhi harapan 

masyarakat uìntuìk meìndapatkan peìlayanan yang meìmuìaskan dari peìmeìrintahan. Dalam Pasal 4 Uìndang-Uìndang Nomor 

25 Tahuìn 2009 teìntang Peìlayanan Puìblik teìrdapat 12 asas yang haruìs dijalankan dalam meìmbeìrikan peìlayanan keìpada 

masyarakat. Seìhingga deìngan ituì, Puìskeìsmas Tigo Baleìh meìsti meìmeìnuìhi asas peìlayanan yang baik dalam meìmbeìrikan 

peìlayanan hal ini dijeìlaskan seìbagai beìrikuìt: 

Kepentingan Umum 

Peìlayanan puìblik yang beìrdasarkan keìpeìntingan uìmuìm manginginkan bahwa peìmeìrintah dalam meìmbeìrikan 

peìlayanan keìpada masyarakat haruìs seìlaluì meìndahuìluìkan keìpeìntingan orang banyak dan tidak boleìh 

meìnguìtamakan keìpeìntingan pribadi atauì golongan.  

Beìrdasarkan hasil obseìrvasi yang dilakuìkan meìnuìnjuìkan bahwa Puìskeìsmas Tigo Baleìh suìdah meìnguìpayakan 

meìmbeìrikan peìlayanan beìrdasarkan asas keìpeìntingan uìmuìm, seìpeìrti halnya yang uìngkapkan oleìh Ibuì fibrieìl, seìlakuì 

Keìpala bagian tata uìsaha meìnguìngkapkan bahwa: 

“Peìtuìgas keìseìhatan yang ada di puìskeìsmas tigo baleìh teìlah meìmiliki tuìgas masing-masing dalam meìmbeìrikan 

peìlayanan keìpada masyarakat akan teìtapi meìreìka tidak seìgan uìntuìk saling meìmbantuì tuìgas yang lain jika tuìgas 

individuìnya suìdah seìleìsai yang seìsuìai deìngan SOP yang beìrlakuì. Seìrta meìnjeìlaskan keìpada masyarakat yang beìluìm 

meìmahami teìntang proseìduìr dan tata cara peìlayanan yang dipeìrluìkan”. 

Kepastian Hukum 

Keìpastian huìkuìm dalam meìmbeìrikan peìlayanan meìnginginkan bahwa peìmeìrintah dalam meìmbeìrikan 

peìlayanan haruìs didasarkan deìngan peìratuìran peìruìndang-uìndangan yang beìrlakuì.  

Beìrdasarkan hasil obseìrvasi yang dilakuìkan meìnuìnjuìkan bahwa Puìskeìsmas Tigo Baleìh teìlah meìnguìpayakan 

peìlayanannya didasarkan deìngan peìratuìran peìruìndang-uìndangan yang beìrlakuì, seìpeìrti halnya yang dijeìlaskan oleìh 

Ibuì fibrieìl, seìlakuì keìpala bagin tata uìsaha meìnguìngkapkan bahwa: 

“Teìrkait meìngeìnai kineìrja Puìskeìsmas Tigo Baleìh dalam meìmbeìrikan peìlayanan keìpada masyarakat yang beìrobat 

beìrdasarkan pada atuìran yang beìrlakuì teìruìtama teìrkait deìngan atuìran keìseìhatan yang beìrlakuì, dan juìga teìlah 

meìlaksanakan tuìgasnya seìsuìai deìngan tuìgas yang teìrcantuìm dalam uìndang-uìndang yang beìrlakuì.” 

Kesamaan Hak 

Keìsamaan hak dalam peìlayanan puìblik meìnginginkan bahwa peìmeìrintah jika meìmbeìrikan peìlayanan keìpada 

masyarakat tidak meìmbeìda-beìdakan suìkuì, ras, agama, golongan, geìndeìr, dan statuìs eìkonomi. 

Beìrdasarkan hasil obseìrvasi yang dilakuìkan meìnuìnjuìkkan bahwa Puìskeìsmas Tigo Baleìh dalam meìmbeìrikan 

peìlayanan keìpada masyarakat tidak meìmbeìda-beìdakan agama, suìkuì mauìpuìn statuìs eìkonomi, Hal ini dijeìlaskan oleìh 

ibuì Meìri. seìlakuì peìtuìgas Puìskeìsmas Tigo Baleìh. 

”Kami meìlayani pasieìn yang ingin beìrobat dari manapuìn akan teìtapi teìtap meìmpeìrtimbangkan jika ituì peìseìrta 

BPJS yang ingin meìlakuìkan ceìk keìseìhatan uìntuìk meìnyeìsuìaikan daeìrah faskeìs yang dimiliki, jika daeìrah faskeìs beìrbeìda 

maka uìntuìk peìlayanan hanya bisa dilakuìkan maksimal tigakali peìlayanan beìrobat”. 

Keseimbangan Hak dan Kewajiban 

Keìseìimbangan hak dan keìwajiban dalam peìlayanan puìblik meìnginginkan bahwa peìmeìrintah dalam 

meìmbeìrikan peìlayanan haruìs beìrdasarkan keìseìimbangan hak dan keìwajiban dari masyarakat, dan peìmeìrintah. 

Beìrdasarkan hasil obseìrvasi yang dilakuìkan meìnuìjuìkkan bahwa Puìskeìsmas Tigo Baleìh deìngan masyarakat 

suìdah meìnuìnjuìkkan keìseìimbangan antara hak dan keìwajiban. Seìpeìrti halnya yang dijeìlaskan oleìh ibuì Suìci, seìlakuì 

Peìtuìgas Puìskeìsmas Tigo Baleìh meìnguìngkapkan bahwa: 

“Kami pihak puìskeìmas meìlayani masyarakat yang meìmeìrluìkan peìlayanan dalam peìnguìruìsan teìrkait dokuìmeìn 

yang beìrkaitan deìngan administrasi di puìskeìsmas seìpeìrti suìrat ruìjuìkan, suìrat catin, suìrat beìrbadan seìhat, dan beìrbagai 

dokuìmeìn lainnya yang meìnyangkuìt administrasi dalam peìlayanan puìblik, seìhingga masyarakat datang keìpuìskeìsmas 

tidak hanya uìntuìk layanan beìrobat tapi juìga uìntuìk meìmbuìat suìrat atauì dokuìmeìn lainya, kareìna masyarakat meìrasa 

sangat peìnting dan beìrguìna uìntuìk keìdeìpannya uìntuìk keìpeìrluìan administrasi lainnya”. 

Keprofesionalan 

Keìprofeìsionalan dalam peìlayanan puìblik meìnginginkan bahwa peìmeìrintah dalam meìmbeìrikan peìlayanan 

keìpada masyarakat haruìs meìmiliki kompeìteìnsi yang seìsuìai deìngan bidang tuìgasnya. 

Beìrdasarkan hasil obseìrvasi yang dilakuìkan meìnuìnjuìkkan bahwa Puìskeìsmas Tigo Baleìh seìlaluì beìruìsaha 

meìnanyakan keìndala pasieìn dalam meìlayani masyarakat, dan suìdah meìnguìpayakan dalam meìlaksanakan asas 
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keìprofeìsionalan. Salah satuì masyarakat yang peìrnah meìnguìruìs suìrat ruìjuìkan dari Puìskeìsmas keì Ruìmah Sakit 

deìngan meìnguìuìnakan Mobileì JKN. Ibuì Eìvi meìnguìngkapkan bahwa: 

“Peìtuìgas Puìskeìsmas Tigo Baleìh meìmiliki eìtika yang baik dan beìrsikap ceìpat tanggap dalam meìmbeìrikan 

peìlayanan, dan sangat beìrtangguìng jawab teìrhadap tuìgas yang dibeìrikan, deìngan meìmbantuì dan meìmanduì saya dalam 

meìngguìnakan Mobileì JKN uìntuìk administrasi seìsuìai deìngan apa yang saya buìtuìhkan”. 

Hal yang sama juìga dijeìlaskan oleìh Ibuì Suìci, seìlakuì Peìtuìgas Administrasi meìnguìngkapkan bahwa: 

“Saya meìlakuìkan peìndeìkatan seìcara langsuìng keìpada para pasieìn dalam peìrsoalan keìndala yang meìreìka 

binguìngkan dalam peìngguìnaan Mobileì JKN dan meìmanduì peìngguìna Mobileì JKN agar bisa langsuìng meìnuìngguì di Poli 

yang dituìjuì dan agar seìmuìa beìrjalan deìngan baik dan lancar”. 

Partisipatif 

Partisipatif dalam peìlayanan puìblik meìnginginkan bahwa peìlayanan yang dibeìrikan oleìh peìmeìrintah 

diharapkan dapat meìndorong peìran seìrta masyarakat dalam peìnyeìleìnggaraan peìlayanan puìblik deìngan 

meìmpeìrhatikan aspirasi, keìbuìtuìhan dan harapan masyarakat.  

Beìrdasarkan hasil obseìrvasi yang dilakuìkan meìnuìnjuìkkan bahwa Puìskeìsmas Tigo Baleìh suìdah meìnguìpayakan 

peìlayanan yang partisipatif, seìpeìrti halnya yang dijeìlaskan oleìh Ibuì fibrineìl, seìlakuì keìpala administrasi 

meìnguìngkapkan bahwa: 

“Kami beìruìsaha uìntuìk meìmbantuì seìgala keìsuìlitan yang teìjadi di masyarakat dan meìmbeìrikan peìlayanan yang 
seìsuìai deìngan keìbuìtuìhan masyarakat. Seìlanjuìtnya kami seìbagai peìnyeìleìnggara peìlayanan meìnampuìng seìmuìa aspirasi 
masyarakat uìntuìk nantinya ditindak lanjuìti seìbagai eìvaluìasi”. 

Namuìn dapat dilihat seìcara langsuìng bahwa di Puìskeìsmas Tigo Baleìh uìntuìk fasilitas kotak saran saat ini sangat 

jarang diguìnakan padahal deìngan adanya kotak saran beìrguìna uìntuìk meìnguìmpuìlkan keìluìhan, kritik, atauì saran dari 

masyarakat beìrdasarakan peìlayanan yang dibeìrikan oleìh Puìskeìsmas Tigo Baleìh. Seìlain ituì juìga diteìmuìkan bahwa 

masih banyaknya pasieìn yang binguìng uìntuìk peìngguìnaan teìrkait Mobileì JKN ini hal ini diuìngkapkan oleìh bapak 

Eìfirman seìlakuì pasieìn di puìskeìsmas tigo baleìh: 

”Uìntuìk peìndaftaran beìrobat saya biasanya masih meìngguìnakan antrian manuìal deìngan datang langsuìng uìntuìk 

meìndaftar beìrobat kareìna jika meìngguìnakan Mobileì JKN saya masih beìluìm faham cara meìngguìnakannya, beìluìm lagi 

jika deìngan aplikasi Mobileì JKN haruìs seìlaluì ada kuìota inteìrneìt uìntuìk peìngguìnaanya”  

Hal seìnada juìga diuìngkapkan oleìh ibuì Sri seìlakuì pasieìn di Puìskeìsmas Tigo Baleìh: 

”Terkait pendaftaran antrian saya masih menggunakan antrian manual dengan langsung mendaftar ke petugas, 

sementara untuk menggunakan Mobile JKN saya pernah menggunakannya namun terkadang masih bingung karena 

aplikasi tidak bisa digunakan dan terkadang bisa keluar saja dari akun sehingga saya masih memilih datang langsung 

untuk pendaftaran berobat bisanya” Selain itu juga diungkapkan oleh ibu Riana selaku pasien di Puskesmas Tigo Baleh 

bahwa: 

”Uìntuìk Mobileì JKN seìndiri walauì saya suìdah paham peìngguìnaanya namuìn teìrkadang masih meìmilih meìlakuìkan 

peìndaftaran langsuìng keì peìtuìgas hal ini kareìna teìrkadang saya meìrasa leìbih praktis deìngan langsuìng keì puìskeìmas 

deìngan cuìkuìp meìmbawa KTP/Kartuì BPJS, beìluìm lagi jika meìngguìnakan Mobileì JKN uìntuìk saat ini saya beìluìm 

meìnginsatal aplikasi teìrseìbuìt kareìna ada keìndala di ponseìl saya” 

Persamaan Perlakuan/Tidak Diskriminatif 

Peìrsamaan peìrlakuìan dalam peìlayanan puìblik meìnginginkan bahwa peìmeìrintah dalam meìmbeìrikan peìlayanan 
keìpada masyarakat haruìs meìndapatkan peìrlakuìan yang sama atauì tidak dibeìda-beìdakan dan seìtiap masyarakat 
yang meìmbuìtuìhkan peìlayanan haruìs meìmpeìroleìh peìlayanan yang adil. 

Beìrdasarkan hasil obseìrvasi yang dilakuìkan meìnuìnjuìkan bahwa Puìskeìsmas Tigo Baleìh meìnguìpayakan 
peìrsamaan peìrlakuìan dalam meìmbeìrikan peìlayanan keìpada masyarakat, seìpeìrti halnya yang dijeìlaskan oleìh Ibuì 
Suìci, seìlakuì peìtuìgas puìskeìsmas Tigo Baleìh meìnguìngkapkan bahwa: 

“Kami meìmbeìrikan peìlayanan keìpada masyarakat yang ingin meìlakuìkan layanan beìrobat seìsuìai deìngan 
keìbuìtuìhannya seìpeìrti, beìrobat, ceìk keìseìhatan, meìnguìruìs suìrat ruìjuìkan, suìrat keìseìhatan catin, suìrat beìrbadan seìhat, 
dan lainnya yang tuìjuìannya meìmang disini maka kami layani tanpa adanya peìrbeìdaan, seìrta masyarakat kuìrang mampuì 
atauì masyarakat kaya, keìduìanya teìtap meìndapatkan peìrlakuìan yang sama/tidak dibeìda-beìdakan, meìreìka teìtap 
meìndapatkan peìlayanan”. 

Hal ini juìga dijeìlaska oleìh ibuì Tina seìlakuì pasieìn puìskeìsmas tigo baleìh yang meìnguìngkapkan bahwa: 
”Seìlama beìrkuìnjuìng dan beìrobat pihak puìskeìsmas meìmpeìrlakuìkan seìmuìa peìnguìnjuìng sama tanpa meìmbeìda-

beìdakan darimana asalnya seìlagi meìmang daeìrah domisilinya beìrada di puìskeìsmas ini jika teìrdaftar seìbagai peìgguìna 
BPJS agar meìndapat peìngobatan non biaya, adapuìn jika meìmang ingin meìnguìruìs dokuìmeìn suìrat ruìjuìkan, dan lainnya 
biasanya bisa di bantuì peìtuìgas administrasi”.  

Hal yang sama juìga diuìngkapkan oleìh ibuì Ica seìlakuì pasieìn Puìskeìsmas Tigo Baleìh yang meìnguìngkapkan bahwa: 
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”Seìlama beìrada di puìskeìsmas ini, saya meìrasakan peìrlakuìan deìngan proseìduìr yang sama seìpeìrti pasieìn lainya, 
tanpa meìnuìjuìkkan peìrbeìdaan peìrlakuìan”. 
Keterbukaan 

Keìteìrbuìkaan dalam peìlayanan puìblik meìnginginkan bahwa peìmeìrintah dalam meìmbeìrikan peìlayanan keìpada 
masyarakat haruìs meìmiliki sikap teìrbuìka, dan dapat diakseìs seìrta diseìdiakan seìcara meìmadai dan muìdah di 
meìngeìrti. 

Beìrdasarkan hasil obseìrvasi yang dilakuìkan meìnuìnjuìkkan bahwa Puìskeìsmas Tigo Baleìh suìdah meìnguìpayakan 

meìmbeìrikan peìlayanan seìsuìai deìngan asas keìteìrbuìkaan, Seìpeìrti meìmbeìrikan layanan beìruìpa informasi keìpada 

masyarakat yang seìdang meìmbuìtuìhkan peìlayanan, namuìn meìngeìnai keìteìrbuìkaan seìcara teìrtuìlis dapat dilihat 

seìcara langsuìng di Puìskeìsmas Tigo Baleìh beìluìm teìrdapat fasilitas papan informasi yang teìrkait deìngan peìlayanan 

peìngguìnaan Mobileì JKN baik di papan informasi meìngeìnai aluìr peìndaftaran Mobileì JKN mauìpuìn di weìb seìrta sosial 

meìdia UìPTD Puìskeìsmas Tigo Baleìh bisa di dapatkan masyarakat di Puìskeìsmas Tigo Baleìh. 

Akuntabilitas 

Akuìntabilitas dalam peìlayanan puìblik meìnginginkan bahwa peìmeìrintah dalam meìmbeìrikan peìlayanan keìpada 

masyarakat haruìs dapat dipeìrtangguìbjawabkan seìsuìai deìngan keìteìntuìan peìratuìran peìruìndang-uìndangan. 

Beìrdasarkan hasil obseìrvasi yang dilakuìkan meìnuìnjuìkkan bahwa Puìskeìsmas Tigo Baleìh meìnguìpayakan 

meìmbeìrikan peìlayanan yang akuìntabilitas dan teìrlihat suìdah meìmaksimalkan peìlayanan yang seìsuìai Deìngan 

keìteìntuìan peìruìndang-uìndangan. Seìpeìrti yang dijeìlaskan oleìh Ibuì Meìri seìlakuì peìtuìgas puìskeìsmas Tigo Baleìh 

meìnguìngkapkan bahwa: 

”Peìtuìgas yang ada di Puìskeìsmas Tigo Baleìh tidak meìmpeìrsuìlit dalam meìmbeìrikan peìlayanan keìpada masyarakat, 
peìtuìgas akan beìruìsaha meìmbeìrikan langsuìng peìnangan keìpada pasieìn yang teìrmsuìk kateìgori daruìrat, juìga 
meìmbeìrikan peìlayanan keìpada masyarakat yang meìmiliki keìpeìrluìan lainnya di Puìskeìsmas ini”. 
Fasilitas Dan Perlakuan Khusus Bagi Kelompok Rentan 

Fasilitas dan peìrlakuìan khuìsuìs bagi keìlompok reìntan dalam Peìlayanan puìblik meìnginginkan bahwa dalam 

peìlayanan haruìs Meìnyeìdiakan fasilitas yang meìmbantuì lansia seìrta adanya peìrlakuìan yang leìbih meìmpeìrhatikan 

keìlompok reìntan teìrseìbuìt yang seìdang Meìlakuìkan proseìs peìlayanan. 

Beìrdasarkan hasil obseìrvasi yang dilakuìkan meìnuìnjuìkan bahwa Puìskeìsmas Tigo Baleìh suìdah meìnyeìdiakan 

fasilitas yang dipeìruìntuìkkan uìntuìk keìlompok reìntan, seìpeìrti toileìt lansia, dapat dilihat Seìcara langsuìng bahwa 

Puìskeìsmas Tigo Baleìh suìdah meìnguìpayakan meìnyeìdiakan fasilitas teìrseìbuìt, namuìn uìntuìk kuìrsi meìnuìngguì tidak 

adanya peìrlakuìan khuìsuìs yang dibeìrikan oleìh Puìskeìsmas Tigo Baleìh keìpada masyarakat yang teìrgolong reìntan 

kareìna kuìrsi tuìngguì bisa diguìnakan uìntuìk seìmuìa golongan. Seìlain ituì, Puìskeìsmas Tigo Baleìh meìmbuìat progam 

khuìsuìs lansia, seìpeìrti yang dijeìlaskan oleìh ibuì Yasi, seìlakuì Peìtuìgas Puìskeìsmas Tigo Baleìh meìnguìngkapkan bahwa: 

“Kami seìlakuì peìtuìgas Puìskeìsmas meìmbeìrikan fasilitas yang dipeìruìntuìkkan uìntuìk keìlompok reìntan yaituì kami 
meìmbuìat Program khuìsuìs lansia yaituì peìlayanan keìseìhatan uìntuìk lansia, yang mana akan diadakan keìgiatan posyanduì 
lansia dan meìlakuìkan skrining keìseìhatan pada lansia yang dilaksanakan seìkali dalam seìtahuìn yang langsuìng di tangani 
oleìh bidan-bidan yang ada di Puìskeìsmas ini seìbagai uìpaya peìnjaringan masalah keìseìhatan yang ada pada lansia”. 
Ketepatan Waktu 

Keìteìpatan waktuì dalam peìlayanan puìblik meìnginginkan bahwa peìmeìrintah dalam meìmbeìrikan peìlayanan 
keìpada masyarakat dapat diseìleìsaikan dalam jangka waktuì yang teìlah diteìntuìkan. 

Beìrdasarkan hasil obseìrvasi yang dilakuìkan meìnuìnjuìkkan bahwa Puìskeìsmas Tigo Baleìh suìdah meìnguìpayakan 
dalam meìmbeìrikan peìlayanan keìpada masyarakat beìrdasarkan asas Keìteìpatan waktuì, keìteìpatan waktuì peìlayanan 
suìdah seìsuìai deìngan Standar peìlayanan yang teìtapkan, baik keìteìpatan waktuì buìka dan waktuì tuìtuìp mauìpuìn waktuì 
peìnyeìleìsaian dokuìmeìn-dokuìmeìn peìlayanan. Seìpeìrti Halnya yang dijeìlaskan oleìh oleìh Ibuì Sri, seìlakuì pasieìn di 
Puìskeìsmas Tigo Baleìh meìnguìngkapkan bahwa: 

“Sikap yang dituìnjuìkkan peìtuìgas Puìskeìsmas dalam meìmbeìrikan Peìlayanan suìdah cuìkuìp baik yang teìrbuìkti dari 
peìlayanan yang dibeìrikan. Akan teìtapi dalam proseìsnya teìrkadang masih beìluìm optimal kareìna kalauì daftar antreìan 
deìngan manuìal, kita haruìs meìnuìngguì. Beìluìm lagi kalauì ada antreìan onlineì, kadang nomor antreìan uìdah leìwat tapi 
orangnya beìluìm datang, biasanya nuìngguì beìntar aja uìdah langsuìng dilayani”. 

Seìlain ituì diteìgaskan oleìh Ibuì Meìri, seìlakuì Peìtuìgas Puìskeìsmas Tigo Baleìh meìnguìngkapkan bahwa: 
“Teìrkait peìlayanan dalam peìndaftaran, kami peìtuìgas teìlah meìngikuìti proseìduìr antreìan yang diteìrapkan seìsuìai 

SOP, namuìn meìmang teìrkadang meìmang teìrjadi peìnuìmpuìkan kareìna beìbeìrapa faktor, teìrmasuìk keìteìrlambatan pasieìn 
deìngan nomor antreìan onlineì, namuìn kami beìruìpaya seìmaksimal muìngkin uìntuìk meìmbeìrikan peìlayanan yang ceìpat 
dan eìfisieìn”. 
Kecepatan, Kemudahan, dan Keterjangkauan 

Keìceìpatan, keìmuìdahan, dan keìteìrjangkauìan dalam peìlayanan puìblik meìnginginkan bahwa dalam 
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peìnyeìleìnggaraan peìlayanan haruìs ceìpat dalam proseìs peìlayanan dari peìmeìrintah, keìmuìdahan dalam artian tidak 
dipeìrsuìlit dalam peìlayanan, seìrta keìteìrjangkauìan dalam artian peìlayanan dapat dijangkauì oleìh seìmuìa kalangan.  

Beìrdasarkan hasil obseìrvasi yang dilakuìkan meìnuìnjuìkkan bahwa Puìskeìsmas Tigo Baleìh suìdah beìruìpaya 
meìmbeìrikan peìlayanan seìsuìai deìngan keìmuìdahan dan keìteìrjangkauìan, dikareìnakan peìlayanannya yang suìdah 
dijeìlaskan dan Puìskeìsmas Tigo Baleìh tidak meìmpeìrsuìlit masyarakat yang seìdang meìmbuìtuìhkan peìlayanan, namuìn 
di dalam keìceìpatan dalam peìlayanan beìluìm dilaksanakan seìcara optimal oleìh Puìskeìsmas Tigo Baleìh, kareìna masih 
ada keìluìhan dari masyrakat teìrkait deìngan lambatnya peìlayanan yang dibeìrikan, beìluìm lagi dalam hal akseìs 
peìngguìnaan Mobileì JKN meìsti meìngguìnakan smarthphoneì dan akseìs inteìrneìt dalam peìngguìnaanya 

Teìrjadinya peìrkeìmbangan teìknologi yang seìmakin peìsat dan hampir seìtiap aspeìk praktik klinis, teìrmasuìk 
komuìnikasi antara peìnyeìdia layanan dan pasieìn, akseìs catatan keìseìhatan, peìngambilan keìpuìtuìsan klinis, dan 
peìmantauìan pasieìn yang dapat deìngan hadirnya JKN Mobileì suìdah meìmbeìrikan beìragam keìmuìdahan bagi 
masyarakat, teìrkhuìsuìs pada layanan keìseìhatan. Inovasi yang teìlah dilakuìkan oleìh BPJS Keìseìhatan diharapkan bisa 
meìwuìjuìdkan keìpuìasan peìngguìna. Aplikasi ini dapat meìminimalisir antreìan peìseìrta di layanan keìseìhatan. Aplikasi ini 
meìmiliki banyak manfaat seìpeìrti, meìndaftar dan meìnguìbah data keìpeìseìrtaan, teìrseìdianya informasi peìseìrta dan 
data keìluìarga, meìngeìtahuìi informasi meìngeìnai tagihan iuìran, meìndapatkan peìlayanan keìseìhatan, dapat 
meìnyampaikan kritik dan saran seìrta dapat meìlakuìkan peìrmintaan informasi teìrkait JKN-KIS. 

Adapuìn hasil analisis eìfeìktivitas aplikasi Mobileì JKN dalam meìningkatkan kuìalitas peìlayanan keìseìhatan di 
Puìskeìsmas Tigo baleìh meìngacuì pada tiga (3) indikator yang beìrpeìngaruìh uìntuìk meìnguìkuìr eìfeìktivitas layanan 
aplikasi Mobileì JKN. Indikator teìrseìbuìt dikeìmuìkakan oleìh Duìncan yaituì: 
Peìncapaian tuìju ìan  

Dilihat dari peìncapaian tuìjuìan teìrnyata sisteìm digital deìngan aplikasi Mobileì JKN di Puìskeìsmas Tigo Baleìh suìdah 

dikatakan beìrhasil kareìna meìmuìdahkan masyarakat dalam meìlakuìkan peìndaftaran layanan keìseìhatan dan 

meìmpeìrmuìdah peìkeìrjaan peìtuìgas peìlayanan peìndaftaran uìntuìk beìrobat.  Namuìn dalam hal ini peìlaksanaannya 

masih dapat dikatakan beìluìm optimal kareìna hanya dapat dipeìruìntuìkkan peìngguìna yang uìmuìmnya meìmiliki 

smarthphoneì dalam meìlakuìkan peìndaftaran juìga meìsti diduìkuìng deìngan adanya kuìota inteìrneìt seìbagai akseìs 

dalam peìngguìnaan Aplikasi Mobileì JKN uìntuìk meìnyatakan bahwa keìbeìrhasilan program meìruìpakan suìatuì 

peìncapaian teìrhadap keìinginan yang teìlah diteìtapkan. 

Inteìgrasi 

Beìrdasarkan teìmuìan peìneìlitian teìruìngkap bahwa inteìgrasi sisteìm digital deìngan aplikasi Mobileì JKN di 

Puìskeìsmas Tigo Baleìh beìluìm cuìkuìp teìrcapai. Hal ini dapat dilihat dari teìmuìan di lapangan bahwa meìskipuìn pihak 

Puìskeìsmas Tigo Baleìh teìlah meìlakuìkan sosialisasi deìngan langsuìng meìmanduì pasieìn dalam peìngguìnaan Mobileì JKN 

namuìn uìntuìk sosialisai beìruìpa browsuìr/posteìr teìrkait cara peìngguìnaan mobileì JKN beìluìm diteìmuìkan, seìlain ituì, 

meìngiklankan peìngguìnaan Mobileì JKN di meìdia sosial masih beìluìm diteìmuìkan. Meìskipuìn beìgituì, peìtuìgas 

Puìskeìsmas Tigo Baleìh tuìruìn langsuìng keì lapangan uìntuìk meìmbantuì pasieìn yang akan meìndaftar meìngguìnakan 

Mobileì JKN. 

Adaptasi  

Beìrdasarkan hasil teìmuìan peìneìlitian teìruìngkap bahwa sisteìm ini beìluìm bias beìradaptasi di kalangan 

masyarakat seìpeìnuìhnya. Kareìna banyak peìngguìna aplikasi uìsia lanjuìt yang kuìrang paham deìngan peìngguìnaan 

aplikasi Mobileì JKN. Meìnuìruìt Duìncan Adaptasi adalah keìmampuìan organisasi uìntuìk meìnyeìsuìaikan diri deìngan 

lingkuìngannya. Uìntuìk ituì diguìnakan tolak uìkuìr proseìs peìngadaan dan peìngisian teìnaga keìrja. Seìhingga deìngan ituì, 

uìntuìk peìngguìnaannya meìsti teìtap meìmeìrluìkan panduìan dari pihak peìtuìgas puìskeìsmas mauìpuìn pihak yang 

meìngeìrti peìngguìnaannya yang uìmuìmnya meìlakuìkan peìndaftaran via onlineì ini. 

 
Faktor Yang Menghambat Pelayanan Kesehatan Berbasis Sistem Digital Dalam Pelaksanaan Mobile Jkn Di Puskesmas Tigo 

Baleh 

Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik menjadi acuan hukum penyelenggaraan 
pelayanan publik di Indonesia. Ruang lingkup pemberian pelayanan yang diberikan oleh penyelenggara layanan terdiri 
atas layanan jasa, barang maupun administrasi. Penyelenggara pelayanan publik memiliki kewajiban untuk 
menyelenggarakan asas penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 
tentang Pelayanan Publik yang mengatur terkait asas-asas pelayanan publik yang dimana terdapat berkenaan dengan 
keterbukaan, partisipatif juga dengan kecepatan, kemudahan dan keterjangkauan  juga memberikan dasar kepastian 
hukum penyelenggaraan pelayanan publik di dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat secara berkualitas 
sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. 

Faktor penghambat kualitas pelayanan publik yang terjadi di Puskesmas Tigo Baleh dikarenakan dalam proses 
penyelenggaraan pelayanan publik belum adanya keterbukaan secara tertulis terkait penggunaan Mobile JKN baik di 
poster maupun di sosial media Puskesmas Tigo Baleh yang membuat masyarakat terkait kegunaan dan penggunaan 
Mobile JKN. Selain itu, kepastian ketepatan waktu yang diberikan oleh pihak penyelenggara pelayanan sehingga 
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mengakibatkan tingkat kepuasan masyarakat yang masih rendah terhadap pelayanan publik itu sendiri. Hal tersebut 
membuat proses pelayanan sedikit terhambat dikarenakan jaminan waktu yang tidak bisa ditentukan.  

Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan oleh peneliti melalui wawancara, observasi dan dokumentasi 
Puskesmas Tigo Baleh dalam memenuhi janji kepuasan pelanggan mengenai ketepatan waktu pelayanan yang diberikan 
masih kurang dalam memberikan kecepatan pelayanannya hal ini yang mengakibatkan terhambatnya proses pelayanan 
di Puskesmas Tigo Baleh, masyarakat masih harus menunggu lama pada saat pengurusan layanan administrasi di 
Puskesmas Tigo Baleh, Selain itu belum adanya transparasi dalam pelaksanaan pelayanan dalam penggunaan Mobile JKN, 
sehingga masih banyak masyarakat yang belum paham kegunaan dan cara penggunaan Mobile JKN sendiri sebagai salah 
salah layanan administratif berbasis digital di pusat kesehatan masyarakat. 

Pasal 4 undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menjelaskan mengenai penyelenggara 
wajib melaksanakan evaluasi terhadap kinerja pelaksanaan secara berkala dan berkelanjutan. Penyelenggara wajib 
melakukan upaya peningkatan kapasitas pelaksana maupun kelengkapan saranan dan prasarana. Penyelenggara 
berkewajiban menyusun dan menetapkan standar pelayanan dan memberikan jaminan kepastian hukum atas pelayanan 
yang diberikan. Pemberian pelayanan secara tepat waktu menjadi tolak ukur penyelenggara pelayanan yang berdasarkan 
pada asas pelayanan yang baik, terkait pada asas ini mengarah pada penyelenggara pelayanan dalam melakukan 
pemberian pelayanan dimana dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat penyelenggara layanan haruslah 
memberikan pelayanan yang sesuai dengan ketepatan waktu sehingga dalam proses pelayanan tidak terhambat harus 
ada prosedur yang tertera sehingga memberikan kejelasan mengenai jaminan kepastian waktu kepada masyarakat. 

Selain itu juga dapat dilihat bahwasanya penggunaan Mobile JKN di Pukesmas Tigo Baleh adalah sebagai 
berikut: 

Tabel 1.1. Data Pengguna Mobile JKN 

Jumlah Pemanfaatan Aplikasi Mobile JKN di Puskesmas Tigo Baleh 2024 

Bulan Pengguna Mobile JKN 

Januari 0 

Februari 0 

Maret 0 

April 0 

Mei 8 

Juni 31 

Juli 15 

Agustus 72 

September 103 

Oktober 252 

November 614 

Desember 513 

TOTAL 1608 
Sumber: BPJS Kota Bukittinggi 

 

Dapat dilihat bahwasanya penggunaan Mobile JKN sebagai salah satu layanan digital dalam pelaksanaannya 

baru benar-benar terlaksana di Puskesmas Tigo Baleh pada tahun 2024 meskipun peluncuran Mobile JKN sudah terjadi 

pada tahun 2017, sehingga dengan itu dapat dikatakan penggunaan Mobile JKN sebagai media layanan yang dirancang 

untuk memudahkan akses dan menurangi antrean dalam pelayanan kesehatan masih belum terlaksana dengan optimal. 

Sementara itu sebagai penggunaana layanan digital berdasarkan laporan dari penggunaan Mobile JKN di Puskesmas Tigo 

Baleh, penulis melakukan analisis dengan teknik Sampling.  

 
Tabel 1.2. Data Sampel 

Bulan 
Data Antrian Via JKN Data Antrian Manual Total Pengunjung (Per Bulan) 

Nov 2024 556 608 1164 

Des 2024 554 542 1096 

Jan 2025 484 495 979 

Total 3239 

Sumber: Puskesmas Tigo Baleh 

Berikut analisis dengan metode sampling untuk memperkirakan Data Agustus 2024 - Januari 2025, serta 
evaluasi optimalisasi Layanan JKN dengan Antrian Manual: 
Perkiraan data (Agustus 2024 - Januari 2025) 
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Tabel 1.3. Perkiraan Data Samapel 

Bulan-
Tahun 

Data BPJS 
Bukittinggi 
Pasien via 

JKN App di 
Puskesmas 

13 

Data 
Puskesmas 13 

Antrian 
Masuk Via 
JKN App 

Data 
Puskesmas 
Pasien JKN 
App - Real 

Datang 

Data 
Puskesmas 
Pasien Non 

App JKN- Real 
Datang 

Data 
Puskesmas 

Total Pasien 
Puskesmas 13 

% Real 
Pakai 
JKN 

% Real 
Non 
JKN 

Agus-2024 
72 64 59 87 146 40,41 59,59 

Sep- 2024 
103 95 86 114 200 43,00 57,00 

Okt- 2024 
252 240 227 271 498 45,58 54,42 

Nov- 24 
614 556 512 608 1120 45,71 54,29 

Des- 2024 
513 554 520 542 1062 48,96 51,04 

Jan- 2025 
466 484 424 495 919 46,14 53,86 

 
Keterangan: Data BPJS hanya mencatat jumlah peserta yang mengambil antrian melalui aplikasi JKN, tanpa 
verifikasi apakah mereka benar-benar datang. Sementara Data Puskesmas mencatat jumlah pasien yang benar-
benar datang, baik dari jalur JKN App maupun manual. Oleh karena itu, sering terjadi perbedaan jumlah antara 
data BPJS dan data Puskesmas. 
Dapat dilihat terjadi kenaikan penggunaan Mobile JKN dari 40.4% (Agustus) ke 48,96% (Desember). Namun 

belum dominan dikatenakan rata-rata pemakaian JKN App hanya sekitar 44.97%, masih kalah dari Non-App JKN yang 

mencapai 55.03%. sehingga efektivitas sebagian tercapai, namun belum maksimal karena memang masih lebih banyak 

pasien datang tanpa menggunakan Mobile JKN. 

Analisis Persentase Penggunaan JKN (Puskesmas) 

• Rata-Rata Agustus-Jan: 44.97% (Jauh di bawah target 80%). 

• Bulan Tertinggi: Desember (48,96%). 

• Bulan Terendah: November (40,41%). 

 
Gap Analisis 

Metode Kelebihan Kekurangan 

JKN App Efisien (kurangi antrian). Rentan error input data. 

Manual Familiar untuk pasien tua. Butuh pelatihan. 

Adapun penyebab ketidakoptimalan JKN adalah sebagai berikut: 

• Sosialisasi Minim sehingga terjadi penurunan pengguna app yang menunjukkan kurangnya edukasi. 

• Infrastruktur seperti tidak adanya WiFi gratis di Puskesmas Tigo Baleh untuk akses app. 

• Kenyamanan Manual seperti pasien lebih memilih antrian langsung karena proses dianggap lebih cepat. 

 
Sehingga dengan hal ini dapat diambil sebuah kesimpulan dari analisis penulis adalah dapat dikatakan layanan JKN 

belum optimal karena hanya 44,97% pasien menggunakan JKN (vs target 80%). Muncul dominasi manual hal ini dapat 
dipicu oleh kurangnya sosialisasi dan fasilitas pendukung. Sehinggga perlu adanya solusi yaitu baik dengan kombinasi 
edukasi, insentif, dan perbaikan infrastruktur. Sehingga dengan intervensi tepat, Puskesmas dapat mengurangi 
ketergantungan pada antrian manual dan meningkatkan akurasi data. 
Adapun analisis Data dan Efektivitas Penggunaan JKN App 
Bulan-Tahun % Real Pakai JKN % Real Non JKN (Manual) 
Agustus-2024 40,41 59,59 
September-2024 43,00 57,00 
Oktober-2024 45,58 54,42 
November-2024 45,71 54,29 
Desember-2024 48,96 51,04 
Januari-2025 46,14 53,86 
Rata Rata Pasien/Bulan 44,97 55,03 
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Penggunaan Mobile JKN belum efektif secara maksimal. Pasien masih lebih banyak menggunakan jalur manual 

dibandingkan melalui aplikasi. Data BPJS dan data Puskesmas tidak sepenuhnya sinkron karena perbedaan metode 

pencatatan. 

Gambar 1. 5. Grafik Pengguna Mobile JKN 

 
Sumber: Grafik Peneliti 

 

Kesimpulan dari hal-hal diatas bahwa terhambatnya proses pelayanan yang ada di Puskesmas Tigo Baleh dalam 

penyelenggaraan pelayanan publik perlu adanya perbaikan mengenai masalah ketepatan waktu didalam menangani 

kebutuhan layanan masyarakat. Perlu adanya evaluasi dari pihak penyelenggara agar proses pelayanan publik di 

Puskesmas Tigo Baleh tidak terhambat dikarenakan masalah ketepatan waktu.  

 
Tinjauan Fikih Siyasah terhadap Pelayanan Publik Berbasis Sistem Digital dalam Pelaksanaan Mobile JKN di Puskesmas Tigo 

Baleh 

Dalam menjalakan sistem pemerintahan Islam Allah SWT lebih banyak memberikan garis-garis besarnya saja 
melalui al-Qur’an dan al-Sunnah yang diberikan petunjuknnya kepada Nabi Muhammadn SAW agar dapat diterapkan 
dalam masyarakat Islam, sesuai dengan tuntutan zaman yang berkembang pemahaman kreatif inilah yang disebut 
dengan ijtihad. Sebagai penyelenggara pelayanan publik tentunya tidak terlepas dari sosok aparatur sipil negara sebagai 
pelaksana pelayanan public di Indonesia. Kesuksesan sebagai pelaksana pelayanan public tidak terlepas dari kinerja atau 
prestasi kerja dalam melaksanakan pekerjaan, sejauh mana keberhasilan seseorang atau organisasi dalam menyelesaikan 
pekerjaan disebut level of performance. Biasanya orang yang level of pervormance tinggi di sebut orang yang produktif, 
dan sebaliknya orang yang tidak mencapai level standar dikatakan sebagai tidak produktif atau performance rendah. 
Sebagaimana firman Allah QS. Al- Ahqaf ayat 19: 
 

Artinya : Dan setiap orang memperoleh tingkatan sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan dan agar Allah 
mencukupkan balasan amal perbuatan mereka dan mereka tidak dirugikan. 

Dari ayat tersebut bahwa Allah SWT pasti akan membalas setiap amal perbuatan manusia berdasarkan apa yang 

telah mereka kerjakan. Artinya jika seseorang melaksanakn pekerjaan dengan baik dan menunjukkan kinerja dengan baik, 

maka dia akan mendapat hasil yang baik pula atas pekerjaannya.  Dalam hal ini tentu puskesmas tigo baleh dituntut untuk 

memberikan pelayanan yang semaksimal mungkin, dengan menjalankannya harus sesuai dengan Asas-Asas yang 

mengacu pada pada nilai-nilai keislaman untuk tercapainya kemaslahatan ummat yang diantaranya: 

Asas Keadilan 

Asas keìadilan meìruìpakan asas yang sangat peìnting dalam huìkuìm Islam deìmikian peìntingnya seìhingga ia dapat 

diseìbuìt seìbagai asas seìmuìa asas huìkuìm Islam. Asas keìadilan meìndasari proseìs dan sasaran huìkuìm Islam keìadilan 

meìruìpakan nilai paling asasi dalam ajaran Huìkuìm Islam meìneìgakkan keìadilan dan meìmbeìrantas keìzaliman meìruìpakan 

salah satuì tuìjuìan dituìruìnkannya wahyuì keìadilan dileìtakkan seìdeìrajat deìngan keìbajikan dan keìtakwaan. Keìadilan dalam 

huìkuìm Islam buìkan meìndasarkan seìmata-mata pada prinsip-prinsip yang dikeìmbangkan oleìh manuìsia.  

Asas keìadilan deìngan eìfeìktivitas Uìndang-Uìndang No.25 tahuìn 2009 yang teìrjadi di Puìskeìsmas Tigo Baleìh dapat 

dikatakan beìluìm seìsuìai dalam meìmbeìrikan peìlayanan kareìna masih ada pasieìn atauìpuìn keìluìarga pasieìn yang meìrasa 

 -  10,00  20,00  30,00  40,00  50,00  60,00  70,00

 % Real Pakai JKN

 % Real Non JKN (Manual)

Perbandingan Persentase Pasien JKN APP vs Non APP 

Rata Rata Pasien/Bulan Januari-2025 Desember-2024

Nov-24 Oktober-2024 Sep-24

Agustus-2024
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dalam peìlayanan peìndaftaran onlineì uìmuìmnya leìbih didahuìluìkan seìpeìrti peìndaftar yang meìmiliki nomor antrian diawal, 

dan beìluìm juìga hadir di puìskeìsmas biasanya tidak teìrlaluì lama meìnuìngguì. Seìhingga pasieìn meìrasa dibeìdakan dalam 

meìmbeìrikan peìlayanan. 

Dalam hal ini Allah SWT berfirman dalam surah Al-Hujarat ayat 9 : Jika ada dua golongan orang-orang mukmin 

bertikai, damaikanlah keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat aniaya terhadap (golongan) yang lain, perangilah 

(golongan) yang berbuat aniaya itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali 

(kepada perintah Allah), damaikanlah keduanya dengan adil. Bersikaplah adil! Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang 

yang bersikap adil.  

Nilai-nilai keadilan bersumber dari prinsip-prinsip yang sangat kuat dan hakiki yaitu berasal dari Allah SWT, 

keadilan dalam hukum Islam bersumber pada Allah SWT, karena itu adalah sifat-Nya, dan dilakukan kepada sesama 

manusia. Perintah menegakkan keadilan juga berlaku pada penguasa, penegak hukum sebagai khalifah di muka bumi 

untuk menyelenggarakan hukum sebaik-baiknya, berlaku adil terhadap semua, tanpa memandang stratifikasi sosial, dan 

mutlak tanpa pandang bulu, termasuk kepada musuh sendiri. Manusia menerima perintah Allah SWT dalam menegakkan 

hukum dengan adil hukum berkait erat dengan keadilan, dan esensi hukum adalah keadilan itu sendiri bahkan keadilan 

merupakan tujuan dari terbentuknya hukum. Hukum diadakan sebagai upaya meraih sebuah keadilan, keadilan sebagai 

ruh dari hukum menunjukkan bahwa inilah moral hukum yang wajib dijalankan oleh para penegak hukum, manusia yang 

ditunjuk menyelesaikan perkara diantara manusia, wajib baginya mendamaikan dan menjatuhkan putusan secara adil dan 

bijaksanaan. 

 
Asas Kepatuhan Kepada Pemimpin 

Dalam hal ini Allah SWT meletakkan kewajiban mematuhi pemimpin pada peringkat ketiga setelah kewajiban 

mematuhi perintah Allah dan Rasulnya. Namun demikian kepatuhan terhadap pemimpin bersifat relatif sejauh tidak 

bertentangan dengan perintah Allah dan Rasulnya. Itu sebabnya Allah merangkai kata athi’ul hanya kepada Allah dan 

Rasul-Nya tidak kepada pemimpin (ulil al-amr). 

Selain itu, dapat kita maknai dari klausa surah Fathir ayat 39 yaitu: “Dialah yang menjadikan kamu sebagai 

khalifah-khalifah di bumi. Siapa yang kufur, (akibat) kekufurannya akan menimpa dirinya sendiri. Kekufuran orang-orang kafir 

itu hanya akan menambah kemurkaan di sisi Tuhan mereka. Kekufuran orang-orang kafir itu juga hanya akan menambah 

kerugian mereka”.  

Ayat tersebut mengisyaratkan bahwa Allah SWT. Yang menjadikan manusia sebagai khalifah atau pemimpin di 

muka bumi dan secara tidak langsung mengisyaratkan adanya hubungan antara manusa dengan tuhan. Dan secara tidak 

langsung pula Allah SWT. Memberikan tanggungjawab kepada manusia untuk menjaga kemaslahatan di muka bumi ini 

sehingga terciptanya kedamaian. 

Asas kepatuhan kepada pemimpin dengan efektivitas Undang-Undang No.25 tahun 2009 yang terjadi di 

Puskesmas Tigo Baleh dapat dikatakan sudah sesuai karena memang masyarakat mulai mengikuti kebijakan yang ada 

dengan memanfaatkan penggunaan Mobile JKN, namun begitu pemanfaatannya masih belum optimal karena memang 

masyarakat dalam menggunakan Mobile JKN cukup sulit untuk dipahami oleh kalangan rentan, belum lagi 

penggunaannya mesti dengan smarhphone dan di dukung dengan akses internet. 

 

Asas Kemanfaatan 

Asas kemanfaatan sesuai dengan tujuan hukum Islam, yakni seperti mencapai kebahagiaan hidup manusia di 

dunia dan akhirat, dengan jalan mengambil segala yang bermanfaat dan mencegah mudharat sesuai dengan esensi 

hukum diberlakukan. Dengan kata lain, tujuan hukum Islam adalah kemaslahatan hidup manusia, baik rohani maupun 

rohani, individual dan social. Aspek lain tujuan mewujudkan “kemanfaatan” ini sesuai dengan prinsip umum hukum Islam: 

pertama, al-ashl fi al-manafi al-hall wa fi al-mudar al man’u (segala yang bermanfaat dibolehkan, dan segala yang mudharat 

dilarang), yang kedua la darara wala dirar (jangan menimbulkan kemudharatan dan jangan menjadi korban 

kemudharatan) dan ketiga al-darar yuzalu (bahaya harus dihilangkan).   

Hal ini sebagaimana dalam firman Allah dalam surah Al-Imran ayat 104 : ”Hendaklah ada di antara kamu 

segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar. 

Mereka itulah orang-orang yang beruntung”. 

Asas kemanfaatan dengan efektivitas Undang-Undang No.25 tahun 2009 yang terjadi di Puskesmas Tigo Baleh 

dapat dikatakan sudah sesuai karena dapat memudahkan pasien dan petugas dalam melakukan pendaftaran kesehatan, 

namun begitu pemanfaatannya masih belum optimal karena memang untuk akses penggunaan Mobile JKN cukup sulit 



Annisa Fithri1, Dahyul Daipon2 

Lindayasos: Jurnal ilmiah Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial | 114 
 

di pahami oleh kalangan rentan, belum lagi penggunaannya mesti dengan smarhphone dan di dukung dengan akses 

internet. 

Pandangan fikih siyasah tanfidziyyah mengenai penerapan Undang Undang No 25 Tahun 2009 Tentang 

Pelayanan Publik dalam melaksanakan kebijakan-kebijakan yang telah dijalankan bertujuan untuk kesejahteraan. Dengan 

kontribusi masyarakat dan pemerintahan secara menyeluruh. Puskesmas telah melaksanakan kebijakan dalam 

memberikan Pelayanannya dengan adanya Mobile JKN, dapat membantu masyarakat dalam hal administrasi sehingga 

memudahkan masyarakat yang ingin mendaftar layanan kesehatan sehingga mengurangi antrean panjang dalam 

mendapat layanan kesehatan  juga memudahkan petugas dalam membantu masyarakat untuk mendapatkan layanan 

prima. 

Selain itu, dari penelitian juga mengungkapkan ada beberapa kendala yang perlu diatasi. Perlu adanya evaluasi 

kebijakan secara berkala untuk mengetahui apakah kebijakan yang sudah dijalankan telah memenuhi kebutuhan 

masyarakat dan menentukan perbaikan serta solusi untuk menangani kebijakan yang belum dilaksanakan secara merata 

kepada masyarakat. Fikih siyasah tanfidziyah belum dapat dilaksanakan dengan baik oleh puskesmas dalam 

melaksanakan kebijakan-kebijakan yang ada untuk benar-benar tepat untuk diorientasikan sebagai kemaslahatan ummat. 

Jadi peneliti menyimpulkan bahwa dalam konteks tandfiziyah dalam pelaksanaan Mobile JKN dimana suatu pelayanan 

yang diberikan oleh pemerintah dan para birokrasi yang menjadi penyelenggara pelayanan tersebut mesrtinya patuh 

terhadap kebijakan yang ada dan haruslah berjalan sesuai aturan yang sudah disebutkan dalam Al-Quran dan hadis dan 

juga harus bersifat adil dan dapat dengan optimal dimanfaatkan penggunaanya dengan Mobile JKN ini oleh masyarakat. 

Selain itu, harus adanya suatu hubungan timbal balik dan sifat keterbukaan antara pemerintah (Puskesmas Tigo Baleh) 

dan masyarakat dalam sistem pelayanan pulik agar tidak terjadinya suatu pemikiran yang negatif antara satu sama lain. 

Sehingga dengan adanya prinsip yang di berikan oleh syariat Islam, menjadi amanah tersendiri bagi Puskesmas Tigo Baleh 

sebagai salah satu pelayan publik dalam menjalankan tanggung jawabnya 

 
 

KESIMPULAN 

Penelitian ini membuktikan bahwa efektivitas UU No. 25 Tahun 2009 di Puskesmas Tigo Baleh dalam konteks 
peningkatan kualitas pelayanan publik melalui sistem digital, khususnya Mobile JKN, masih belum efektif karena untuk 
penggunaan Mobile JKN Sendri masih belum optimal. Meskipun Mobile JKN bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan 
kemudahan akses, beberapa kendala signifikan menghambat efektivitasnya. Kendala tersebut meliputi: 

Masih tingginya angka pendaftaran manual dan antrean panjang di Puskesmas.  Dalam UU No. 25 Tahun 2009 
Tentang Pelayanan Publik, menunjukkan bahwa beberapa asas pelayanan publik seperti keterbukaan, partisipatif, dan 
asas kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan, belum sepenuhnya terpenuhi dalam pelaksanaan pelayanan di 
Puskesmas Tigo Baleh dalam pelaksanaan Mobile JKN sehingga belum terlaksana dengan optimal dalam memberikan 
pelayanan publik kepada masyarakat. 

Terdapatnya beberapa faktor yang menghambat penggunaan Mobile JKN seperti rendahnya pemahaman dalam 
menggunakan aplikasi Mobile JKN oleh masyarakat, khususnya kelompok rentan, kurang memadainya infrastruktur 
internet, dan preferensi masyarakat terhadap metode pendaftaran manual masih tinggi karena dianggap lebih mudah 
dari penggunaan Mobile JKN.    

Selain itu, dalam analisis Fiqih Siyasah mengakibatkan pelayanan publik di Puskesmas Tigo Baleh belum sepenuhnya 
selaras dengan asas keadilan dalam pelaksanaanya dan asas kemanfaatan dalam penggunaannya sehingga belum 
menunjukkan kemaslahatan yang ideal dalam Islam. 

 

REFERENSI 

Afrizal. (2024). Pelayanan jaminan sosial kesehatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan 

publik menurut perspektif fiqh siyasah (Studi kasus di Puskesmas Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir) 

[Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau]. 

Abidin, Z., & Hidayah, N. (2020). Pelayanan publik dalam perspektif hukum administrasi negara dan Islam. Jurnal Hukum 

Ius Quia Iustum, 27(3), 567–586. https://doi.org/10.20885/iustum.vol27.iss3.art7 

Agustino, L. (2020). Dasar-dasar kebijakan publik (Edisi revisi). Alfabeta. 

Al-Faruqi, I. R. (2019). Islam and public policy. International Institute of Islamic Thought. 

Andayani, S., & Pratama, A. B. (2021). Digitalisasi pelayanan publik di sektor kesehatan: Studi implementasi Mobile JKN. 

Jurnal Administrasi Publik, 17(2), 145–158. https://doi.org/10.1234/jap.v17i2.4567 

https://doi.org/10.20885/iustum.vol27.iss3.art7
https://doi.org/10.1234/jap.v17i2.4567


Efektivitas UU No. 25 Tahun 2009 dalam meningkatkan pelayanan 
publik di Puskesmas Tigo Baleh melalui sistem digital 

115 | Lindayasos: Jurnal ilmiah Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial 

Asmorowati, S., Schubert, V., & Ningrum, A. (2020). Policy capacity, digital transformation, and public service 
performance in Indonesia. Public Administration and Development, 40(5), 256–268. 
https://doi.org/10.1002/pad.1892 

BPJS Kesehatan. (2023). Laporan kinerja BPJS Kesehatan tahun 2022. BPJS Kesehatan. 
Dimuru, A. H. L., & Rumau, A. (2021). Efektivitas pelayanan kesehatan masyarakat (Studi di Puskesmas Kecamatan Geser 

Kabupaten Seram Bagian Timur). Journal Administration and Public Service, 1, 15–23. 

Dwiyanto, A. (2021). Mewujudkan good governance melalui pelayanan publik. Gadjah Mada University Press. 

Efirman. (2025, April 15). Wawancara pribadi. Bukittinggi. 

Evi. (2025, April 15). Wawancara pribadi. Bukittinggi. 

Fitria, D., & Nugroho, R. (2022). Efektivitas pelayanan kesehatan berbasis digital di Puskesmas. Jurnal Kesehatan 

Masyarakat, 18(1), 33–44. https://doi.org/10.15294/kemas.v18i1.30211 

Harahap, S. S. (2019). Etika birokrasi dalam perspektif Islam. Prenadamedia Group. 

Hairat, N., & Suyuti, M. G. (2020). Implementasi standar pelayanan menurut Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 di 

Puskesmas Segeri. Jurnal Siyasatuna, 1, 594–601. 

Harefa, J. N. (2024). Hubungan pengetahuan dengan penggunaan Mobile JKN di Rumah Sakit Santa Elisabeth [Skripsi, STIKES 

Santa Elisabeth Medan]. 

Hidayat, R., & Susanto, E. (2020). Implementasi e-government dalam pelayanan publik di Indonesia. Jurnal Ilmu 

Administrasi Negara, 12(3), 201–215. 

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. (2020). Road map reformasi birokrasi 2020–2024. 

KemenPAN-RB. 

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2022). Transformasi digital sistem kesehatan Indonesia. Kemenkes RI. 

Latifah, N., & Wahyudi, A. (2021). Hambatan adopsi layanan kesehatan digital pada kelompok rentan. Jurnal Sosial 

Humaniora, 14(2), 89–102. 

Meijer, A., & Bekkers, V. (2019). A metatheory of e-government: Creating some order in a fragmented research field. 

Government Information Quarterly, 36(2), 237–245. https://doi.org/10.1016/j.giq.2019.01.006 

Miftahuddin. (2020). Fiqih siyasah: Teori dan implementasi dalam konteks kenegaraan modern. Kencana. 

MyQuran. (n.d.). Al-Qur’an. Diakses 7 Februari 2025, dari https://myquranina.com 

Narmansyah, S. (2022). Analisis pemanfaatan sistem informasi JKN Mobile di Kota Makassar [Skripsi, Universitas 

Hasanuddin]. 

Nugroho, Y., Putri, D. A., & Laksmi, S. (2021). Digital inequality and public service delivery in Indonesia. Information Polity, 

26(3), 301–315. https://doi.org/10.3233/IP-200272 

OECD. (2020). Digital government index: 2019 results. OECD Publishing. https://doi.org/10.1787/4de9f5bb-en 

Pratama, M. R., & Kurniawan, T. (2023). Kualitas pelayanan publik berbasis aplikasi di sektor kesehatan. Jurnal Manajemen 

Pelayanan Publik, 6(1), 1–14. 

Rahman, F. (2019). Islam dan keadilan sosial. Pustaka Pelajar. 

Rahmayanti, S. (2025, Mei 5). Wawancara pribadi. Bukittinggi. 

Rahmayuni, S. (2025, April 15). Wawancara pribadi. Bukittinggi. 

Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. 

Riana. (2025, April 15). Wawancara pribadi. Bukittinggi. 

Rohmah, A. N. (2022). Tinjauan fiqh siyasah terhadap kinerja pemerintah desa dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 

Tahun 2009 tentang pelayanan publik [Skripsi, IAIN Curup]. 

Setiawan, D., & Handayani, P. W. (2020). E-health adoption in developing countries: A systematic review. Health 

Informatics Journal, 26(3), 2301–2321. https://doi.org/10.1177/1460458219896183 

Sholehuddin, M. (2022). Maslahah dan pelayanan publik dalam perspektif fiqih siyasah. Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah, 

32(2), 185–204. https://doi.org/10.21580/ahkam.2022.32.2.10321 

Subarmaga, F. (2025, Mei 5). Wawancara pribadi. Bukittinggi. 

Sugiyono. (2021). Metode penelitian kebijakan. Alfabeta. 

Suryanto, T., & Widodo, J. (2023). Tantangan transformasi digital pelayanan kesehatan primer di Indonesia. Jurnal 

Administrasi Kesehatan Indonesia, 11(2), 95–108. 

United Nations. (2022). E-government survey 2022: The future of digital government. United Nations Department of 

Economic and Social Affairs.Ummami, W. (2022). Pelayanan publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kabupaten Pidie Jaya perspektif siyasah dusturiyah (Kajian Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 

pelayanan publik) [Skripsi, UIN Ar-Raniry]. 

Wibawa, S., & Rachman, A. (2024). Evaluasi kebijakan pelayanan publik berbasis digital di Indonesia. Jurnal Kebijakan 

Publik, 19(1), 67–82. 

Yasirah. (2025, Januari 3). Wawancara pribadi. Bukittinggi.  

https://doi.org/10.1002/pad.1892
https://doi.org/10.15294/kemas.v18i1.30211
https://myquranina.com/
https://doi.org/10.3233/IP-200272
https://doi.org/10.1787/4de9f5bb-en
https://doi.org/10.1177/1460458219896183
https://doi.org/10.21580/ahkam.2022.32.2.10321

